
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 4 7 Tahun 2021 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2022; 

b. bahwa Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan 
penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dilingkungan Pemerin tah Daerah setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri melalui 
Direktur J enderal Bina Keuangan Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa guna memenuhi ketentuan permohonan persetujuan 
tertulis se bagaimana dimaksud huruf b, sesuai Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan 
pergeseran antar sub rincian belanja pada sub kegiatan 
penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara dari 
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur 
Sipil Negara dan pertimbangan obyektif lainnya Aparatur 
Sipil Negara menjadi Tambahan penghasilan berdasarkan 
be ban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan 
pertimbangan obyektif lainnya. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 4 7 Tahun 2021 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2022; 

Menimbang 

BUPATI KUDUS 
PROVINS! JA WA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 11 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 47 TAHUN 2021 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS, 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Mengingat 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 61 77); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 19.Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akun tansi Pemerin tahan (Lem baran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 .tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun zozi Nomor 926); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07 /2020 
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1558); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12 ); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 201 7 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2021 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2021 Nomor l); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2021 Nomor 11); 
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Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 4 7 Tahun 2021 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 4 7) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2022 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 
Peraturan Bupati ini. 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 
Nomor 29); 

31: Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2021 Nomor 32); 

32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 7 Tahun 2021 teritang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 6); 

33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus 
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 NomorlO). 
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Diundangkan di Kudus, 
pada tanggal 8 April 2022 

Ditetapkan di Kudus, 
pada tang~al 7 April 2022 

./ -.~~f~;\icv.pus, 
, · ··· l -~wtt< .:1,., ; " :'--. -- 
\~ ~-"' 

-\,,~':. H<A>R~rr·o PO 
·~-~:;.;;.:...-' 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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